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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Negara 
Nomor 304) sebagaimana tc1ah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tent.an Perubahan At.as 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Kepegawaian [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Purworejo tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 
Kerugian Negara dan Daerah; 

Menimbang: a. bahwa da.lam upaya penyelesaian kerugian negara 
dan/ atau daerah sebagai akibat perbuatan melanggar 
hukum at.au kelalaian oleh bendahara dan selain 
bendahara atau pihak ketiga, perlu diatur tata cara 
penyelcsaian kerugian negara dan/ at.au daerah; 

BUPATJ PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH 

TENT ANO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 47 TAHUN 2012 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeri.ksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Uodang­ 
Undaog Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenta.ng 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Oaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentaog Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Oisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

12. Peraturan Meoteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbeodaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
teotang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua At.as Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Sadan Perneriksa Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Peoyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara; 

• 
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Dalam Peratnran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Purworejo. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. 
6. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Purworejo. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah badan/ lembaga teknis pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggeran/ barang yang bertanggung jawab kepada Bupati 
dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Satuan Kerja. 

8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat DP2KAD adalah satuan kerja perangkat daerab 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

9. Unit Satuan Kerja adalah bagian satuan kerja perangkat daerah yang 
melaksanakan satu atau beberapa program. 

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya 
dapat memberikan keterangan atau menyatakan suatu hal atau 
peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERA1URAN BUPATI TENTANO TATA CARA 
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA OAN/ATAU 
DAERAH. 

Menetapkan 

MEMlll'USKAN: 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik 
Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2008 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

• 
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11. A parat pcngawas fungsional intern adalah Sadan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan, Inspcktorat Jenderal, lnspektorat Propinsi Jawa 
Tengah, lnspektorat Kabupaten Purworejo. 

12. Aparat pengawas fungsiona1 ekstern adalah Sadan Perneriksa 
Keuangan. 

13. Atasan Langsung adalah atasan langsung pegawai. 
14. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 
Pejabat yang berwenang dan ditugasi dalam suatu jabatan negara atau 
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk 
dan atas nama dacrah, menerima, menyimpan, dan membayar/ 
meoycrahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ 
daerah. 

16. Kas Umum Daerah adalah tempat peoyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Supati untuk menampung seluruh peneri.rnaan 
dacrah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelcnggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam 
kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

18. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat 
MPTGR adalah para pcjabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan 
oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian 
kerugian negara dan/atau daerah yang ditirnbulkan oleh Pihak Ketiga 
dan pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara. 

19. Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah yang selanjutnya 
disebut TPKND adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian 
negara dan/atau daerah yang diaogkat oleh Supati yang bertugas 
mernbantu Bupati dalarn penyelesaian kerugian negara dan/atau 
daerah yang ditimbulkan oleh pegawai dalam kedudukannya sebagai 
bendahara. 

20. Tuntutan Perbendaharaan yang selaojutnya disingkat TP adalah suatu 
tata cara perhitungan terhadap bcndahara, jika dalam pengurusannya 
terdapat kckurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang 
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 

21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku 
kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan 
barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terclapat di dalam 
gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 

22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TOR adalah suatu 
proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan 
sebagai bendahara, dengan tujuan menuntul pcrgantia.n kerugian 
disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan 
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung 
negara dan/atau daerah menderita kerugian. 

23. Kerugian negara dan/atau daerah adalah kckurangan uang, surat 
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya scbagai akibat 
perbuatan melawan hukurn baik sengaja rnaupun lalai. 
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24. Vang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kart.al 
den uang giral. 

25. Surat berharga adalah bagian ka.kayaan Oaerah yang berupa sertiftkat 
saham, sertifikat obligasi den surat berharga lain yang sejenis. 

26. Barang adalah semua kekayaan Peme.rint.ah Oaerah yang dimiliki 
maupun dikuasai yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik 
yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau 
yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, diukur atau 
dit:imbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan 
surat-surat berharga lainnya. 

27. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang 
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila 
Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau 
tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan den/ atau apabila 
bendahara yang bersangkutan tidak membuat perta.nggungjawaban 
setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu 
yang diberikan berakhir yang bersanglcutan tetap tidak membuat 
perhitungan dan pertanggungjawaban 

28. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian negara/daerah yang 
harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh pegawai yang terbukti 
menimbulkan kerugian negara/daerah. 

29. Pencatatan adalah mencatat semua kerugian negara/daerah yang 
ditimbulkan oleh beodahara untuk sernentara ditangguhkan karena 
yang bersanglcutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri 
tidak diketahui alamatnya. 

30. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam 
kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk 
seluruhnya atau sebagian. 

31. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabakan gugumya hak 
untuk melakukan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi 
terhadap pelaku kerugian negara/daerah. 

32. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan 
kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian negara/daerah, yang 
menurut hukurn menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar 
pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia 
tanpa ahli waris, t:idak layak untuk ditagih, dinyatakan t:idak bersalah 
oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

33. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutao 
dilihat dari aspek kemanusiaan, baik yang menyanglcut fisik dan non 
fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian negara/daerah. 

34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan negara/daerah dari 
administrasi pembukuan kareoa alasan tertentu (tidak mampu 
membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di kemudian 
hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih 
kembali. 

35. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat 
SICTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan 
dan/atau pengalcuan hahwa yang bersangkutan bertanggung jawab 
atas kerugian negara dan/atau daerah yang terjadi dan bersedia 
mengganti kerugi.an negara/daerah tersebut. 
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Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. informasi; 
b. penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap 

bendahara dan selain bendahara; 
c, kadaluarsa; 
d. penghapusan; 
e. penyetoran; 
r. sanksi. 

Pasal 2 

RUANG LINGKUP 

BABU 

36. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat 
SKPS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang 
pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara dan/atau 
daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jarnlnan. 

37. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut 
SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada 
bendahara untuk mengajukan kebenaran atau pembelaan diri atas 
tuntutan penggantian kerugian negara dan/atau daerah, 

38. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses 
penuntutan kasus kerugian negara/daerah untuk sementara tidak 
dapat dilanjutkan. 

39. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai 
kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian 
negara dan/atau daerah terhadap bendahara. 

40. Surat Keputusan Pembebanan Selain Bendahara adalah surat 
keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara 
dan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang 
pembebanan penggantian kerugian negara dan/atau daerah yang 
dilakukan oleh pegawai selain bendahara. 

41. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan 
bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dan 
daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik 
sengaja maupun lalai. 

42. Hukum Disiplin adalah hukum yang dijatuhkan kepada pegawai yang 
melanggar peraturan disiplin kepegewaian berdasarkan ketentuan 
yang berlaku. 

43. Banding adalah upaya pegewai atau pihak ketiga dalam mencari 
keadilan di tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan 
pembebanan. 
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(I) Penyclcsaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang diakibatkan 
olch bcndahara dilakukan mclalul Tuntutan Pcrbendaharaan. 

PasaJ 5 

Paragraf 2 
Mekanisme 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
berkedudukan di DP2KAD. 

(21 TPKND terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah sebagai ketua; 
b. lnspektur sebagai wakil ketua: 
c. Kepa.la DP2KAD sebagai sekretaris; 
d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi keuangan, barang. dan 

kepegawaian sebagai wakil ketua; 
e. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, 

keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai 
anggota; 

f. sekretariat. 

(I) Bupati dalam rangka penyelesaian ganti kerugian ncgara dan/atau 
daerah yang dilakukan oleh bendahara membentuk TPKND. 

Pasal 4 

Paragraf I 
TPKND 

Bagian Kesatu 
Penyelesaian Oanti Kerugien Negara dan/atau Daerah Terhadap Bendahara 

PENYELESAIAN OAlffl KERUOIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH 
TERHADAP BENDAHARA DAN SEWN BENDAHARA 

BABIV 

lnformasi tentang kerugian negarn dapat diketahui dari: 
a. pengawasan aparat pengawasan fungsional intern dan aparat 

pengawasan fungsional ekstcm; 
b. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala 

SKPD; 
c. perhitungan ex officio; 
d. informasi dari media massa dan media elektronik. 

Pasal 3 

INFORMASI 

BAB ID 

• 
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(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), TPKND menyelenggarakan fungsi: 
a. penginventarisasian kasus kcrugian negara dan/atau daerah yang 

diterima; 
b. penghitungan jumlab kcrugian negara dan/ atau daerah; 
c, pengumpulan dan pcla.ksanaan verifil<asi bukti-bukti pendukung 

bahwa bendabara telab melakukan perbuatan melawan hukum 
baik sengaja maupun lalai schingga mengakibatkan lerjadinya 
kerugian negara dan/atau daerah; 

d. penginventarisasian harta kckayaan milik bendahara yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan pcnyelesaian kerugian negara dan/atau 
daerah; 

e. penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM; 
f. pemberian pcrtimbangan kepada Bupati tentang kerugian 

negara/ daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 
menetapkan pembebanan sementara; 

g. pcnatausahaan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah; 

(I) TPKND bertugas membantu Bupati da1am memproses penyelesaian 
kerugian negara dan/atau daerah terhadap bendabara yang 
pembebanannya akan ditetapkan oleh Sadan Pemcriksa Keuangan. 

Pasal 7 

(3) Kepala SKPD/ Direksi BUMD rnelaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad 
Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan 
ternbusan kepada TPKND untuk diproses lebih lanjut. 

(1) Kepala SKPD/ Direksi BUMD dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk 
menyelesaikan kcrugian negara dan/atau daerah yang lerjadi pada 
SKPD/BUMD yang bersangkutan. 

(2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnelakukan 
pengurnpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara/daerah 
berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD/ Direksi BUMD. 

Pasal 6 

Paragra(3 
lnforrnasi dan Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah 

(2) Penyelesaian Tuntut.an Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan melalui mckanismc: 
a. informasi dan veriifkasi kerugian negara dan/ atau daerah; 
b. SKTJM; 
c. pernbebanan kerugian daerah sernentara; 
d. penetapan batas waktu; 
e. pernbebanan kerugian negara dan/atau daerah; 
f. pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan; 
g. penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah yang bersumber dari 

perhitungan ex officio; 
h. laporan pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dan 

Pencatatan. 
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(3) Bentuk daftar kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran ll Peraturan 
Bupati ini. 

(2) TPKND mencatat kerugjan negara dan/atau daerah daJam daftar 
kerugian negara dan/atau daerah. 

(I) TPKND mcngumpulkan dan melakukan veriftkasi dokumen-dokumen, 
sebagai berikut: 
a. surat kcputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai 

pejabat yang melaksanakan fungsi kcbendaharaan; 
b. berita acara pemeriksaan kas/barang; 
c. register penutupan buku kas/barang; 
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum 

dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran; 

e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 
f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang 

memuat adanya kekurangan kas; 
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara 

dan/atau daerah mengandung indikasi tindak pidana; 
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian 

dalam hal kerugian negara dan/atau daerah terjadi karena 
pencurian atau pe.rampokan; 

i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. 

Pasal 10 

Bupati segcra menugaskan TPKND untuk meninda.klanjuti setiap kasus 
kerugian negara dan/atau daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak 
menerima laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (I). 

Pasal 9 

(3) Bentuk surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
tentang kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam I..ampiran I Peraturan Bupati ini. 

(2) Pemberitahuan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
sekurang-kurangnya dengan dokumen Serita Acara Pemeriksaan 
Kas/Barang. 

(I) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/ Direksi BUMD wajib 
melaporkan setiap kerugian negara/daerah kepada Bupati dan 
memberitahukan Sadan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) 
hari kerja setelah kerugian negara dan/atau daerah diketahui. 

Pasal 8 

h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara 
dan/atau daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan 
kepada Badan Perneriksa Keuangan. 

• 
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Bupati memerintahkan TPKND mengupayakan agar bendahara bersedia 
membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari 
setelah menerima surat dari Baden Pcmeriksa Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). 

Paragraf 4 
SKTJM 

Pasal 14 

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
temyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai, Baden Pcmeriksa Keuangan mengeluarkan surat 
kepada Bupati agar kasus kerugian negara dan/ atau daerah 
dihapuslcan den dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah. 

(2) Apabile dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) 
terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, 
Baden Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk 
memproses penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui 
SKTJM. 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas Iaporan 
kerugian negara dan/atau daerah berdasarkan laporan hasil 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk 
menyimpulkan telah terjadi kerugian negara/daerah yang meliputi 
nilai kerugjan negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai, dan penanggungjawab. 

Pasal 13 

(1) TPKND melaporlcan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Veri!ikasi 
Kerugian Negara dan/atau Daerah dan menyampaikan kepada Bupati. 

(2) Bupati menyampa.ikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian 
Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Baden 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (l\tjuh) hari sejak diterima dari 
TPKND dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (I). 

Pasal 12 

(1) TPKND harus menyelesaikan verifikasi sebagaimane dimaksud delam 
Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak memperoleh 
penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaslcan 
sementara dari jabatannya. 

(3) Melcanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti 
ditetapkan oleh masing-masing SKPD/BUMD sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 11 
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(2) Bupati rnernberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara dan/atau 
daerah melalui SKTJM atau surat pemyataan bersedia mengganti 
kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling Jambat 7 (Tujuh) hari 
sejak menerima laporan TPKND. 

(1) TPKND melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara/daerah 
melalui SKTJM kepada Bupati, 

Pasal 18 

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau 
mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah 
pengawasan TPKND. 

Pasal 17 

(2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKND mengembalikan bukti 
kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1). 

(l) Penggantian kerugian negara/daerah dilakukan secara tunai 
selambat-lambatnya 40 (Empat puluh) hari kerja sejak SKTJM 
ditandatangani. 

Pasal 16 

(4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam 
Lampiran Ill Peraturan Bupati ini. 

(3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta 
kekayaan yang dijaminkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat 
Keputusan Pembebanan. 

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara lidak dapat ditarik 
kembali. 

(1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang 
bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKND, antara lain 
dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut: 
a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain at.as nama 

bendahara; 
b. surat kuasa menjual dan/atau rnencairkan barang dan/atau 

kekayaan lain dari bendahara. 

Pasal 15 
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(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) 
diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan 
penyitaan paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat 
Keputusan Pembebanan Sementara. 

(l) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan 
hukum untuk melakukan sitajaminan. 

Pasal 22 

(3) BentuJc Surat Keputusa.n Pembebanan Scmentara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran JV Peraturan 
Bupati ini. 

(2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 

(1) Dalam haJ SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjarnin 
pengembalian kerugian negara dan/atau daerah, Bupati 
mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka 
waktu 7 (Tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani 
SKTJM. 

Pasal 21 

ParagrafS 
Pembebanan Kerugian Negara dan/atau Daerah Sementara 

Dalam haJ kasus kerugian negara dan/atau daerah diperoleh berdasarkan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas 
nama Sadan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan 
tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka 
bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa 
yang bekerja untuk dan atas nama Sadan Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 20 

Dalam ha! bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Badan Perneriksa 
Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus 
kerugian negara dan/atau daerah dikeluarkan dari daftar kerugian 
negara/ daerah. 

Pasal 19 
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Sadan Perneriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan 
apabila: 
a. jangka wa.kt:u untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan 
keberatan; atau 

b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau 
c. telah melampaui jangka waktu 40 (Empat puluh) hari sejak 

ditandatangani SKTJM namun kerugian negara dan/atau daerah belum 
diganti sepenuhnya. 

Pasal 26 

Paragraf7 
Pembebanan Kerugian Negara 

(2) Apabila setelah jangka wa.ktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan 
bendahara, ma.ka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima. 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan 
bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dalam kurun 
waktu waktu 6 (Enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara 
tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBWkepada Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam wa.ktu 14 (Empal betas) hari kerja setelah 
tanggaJ penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). 

Pasal 25 

Pasal 24 

(3) Tanda terima dari bendahara disampailcan kepada Sadan Pemerik:sa 
Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi 
BUMD paling lambat 3 (Tiga) hari kerja seja.k SKPBW diterima 
bendahara. 

(2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampailcan kepada 
bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala 
SKPD/Direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda 
terima dari bendahara. 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila: 
a. Sadan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil 

Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah dari Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan 

b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ternyata bendahara 
tidak mela.ksanakan SKTJM. 

Pasal 23 

Paragraf6 
Penetapan Batas Walctu 
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(4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan 
penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50'% (Lima puluh 
persen) setiap bulan sampai kerugian negara dan/atau daerah 
terlunasi. 

(3) Hasil penjualan Jelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian 
negara dan/atau daerah. 

(2) Apabila dalan jangka waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), bendahara tidak mengganti 
kerugian negara dan/atau daerah secara tunai, Bupati mengajukan 
permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan 
penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. 

(1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk 
pelaksanaan sita ekselrusi. 

Pasal 32 

(2) Dalam hal bendehara teleh mengganti kcrugian ncgara/daerah secara 
tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada 
yang bersangkutan. 

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Sadan Pemeriksa 
Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dan/atau 
daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dan/atau 
daerah dalamjangka waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah 
menerima Surat Keputusan Pembebanan. 

Pasal 30 

Paragraf 8 
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan 

Sadan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, 
apabila menerima keberatan yang diajukan oleh 
bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. 

Pasal 28 

(2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
telah mempunyai kelruatan hukum yang bersifat tetap/ final. 

(1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara 
melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD 
di mana bendahara bekerja dengan tembusan kepada Bupati yang 
bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara. 

Pasal 27 
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Bupsti menysmpsiksn laporan kepads Badan Pemeriksa Keuangan 
tentang pelakssnasn Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengsn 
bukti setor. 

Pasal 37 

Paragraf 10 
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dsn 

Surat Keputusan Pencstatan 

(2) Apsbils pengampu/yang memperoleh hak/shli waris bersedia 
mengganti kerugisn oegara/daersh secara suka rela, maka yang 
bersangkutan membuat dan menandatangani surat pemyataan 
bersedia mengganti kerugisn negara dan/stau daerah sebagai 
pengganti SKTJM. 

(3) Nilai kerugian negara dsn/stau daerah yang dapst dibebanksn kepada 
pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan 
yang dikelola a tau diperolehnya yang berassl dari bendahara. 

(1) Pcnyclcsaisn kerugian oegara dan/atau daerah sebagaimana diatur 
dslam Pasal 8 sampai dengsn Pasal 34, berlaku puts terhadap kasus 
kerugisn ncgara dan/stau daerah yang diketahui berdssarksn 
perhitungan ex officio. 

Pasal 35 

Paragraf9 
Penyelesaian Kerugian Negara dan/atau Daerah 

Yang Bersumber Dari Perhitungsn Ex Officio 

(1) Apsbils beodahara tidak roemiliki harta kekayaan untuk dijual atau 
hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara 
dan/stsu daerah, maka Bupsti mcngupayakan pengembalian kerugian 
negara dan/atau dserah melalui pemotongan serendah-rendahnys 
sebesar 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap 
bulan sampai tunas. 

(2) Apabila bendshara mcmasuki mass pensiun dan belum melunasi 
kerugisn negara/daersh, maka dalam Surat Keterangan Pcoghcntian 
Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih 
mempunyai hutang kepsda negara dan/atau daerah, sehingga 
Tabungan Pensiun Pegawsi Negeri (Taspen) yang menjadi hak 
bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara 
dan/atsu dserah. 

Passi 34 

Pelaksanaan pcnyitaan dan pcnjualan dan/stau pelelangan sebagaimana 
dimaksud dslam Passi 26 syst (2) diatur lebih lanjut oleh Bupsti, setelah 
berkoordinssi dengan instansi yang berwenang dslam melakuksn 
pcnyitsan dan penjuslan dan/stau pelelangan. 

Pasal 33 
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(2) Penyelesaian TOR sebap.imana dimaksud pada ayat (I), dilakuk.an 
melalui mekanisme: 
a. upaya damai; 
b. TOR Biasa; 
c. penyelesaian kerugian baning daerah; dan 
d. pencat.atan. 

(I) Penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap 
penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang dialcibatkan 
oleh selain bendahara melalui TOR. 

Pasal 40 

Paragraf2 
Mekanisme 

(4) Sekrctariat sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) huruf h 
berkedudukan pada DP2KAD. 

(2) MPTOR terdiri dari: 
a. Sekrctaris Daerah sebagai ketua; 
b. lnspektur sebagai wakil ketua ; 
c. Asisten Sekrctaris Daerah yang membidangi keuangan, barang, dan 

kepegawaian sebagai wakil ketua; 
d. Kepala DP2KAD sebagai sekretaris; 
e. Kepa.la Bagian Hukum sebagai anggota; 
f. Kepala Baden Kepegawaian sebagai anggota; 
g. Ke pale Bidang Asel DP2KAD sebagai anggota; 
h. sekretariat, 

(1) Bupati dalaln rangka penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau 
daerah yang dilakukan oleh selain bendahara membentuk MPTGR. 

Pasal 39 

Paragraf I 
MPTGR 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah 

Terhadap Selain Bendahara 

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pencatatan 
apabila: 
a. Bcndahara melarik.an diri dan tida.k diketahui keberadaannya serta 

tidak ada kelua.rga; 
b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui 

keberadaanya. 

Pasal 38 
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(2) Proses TOR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dimulai 
dengan pemberitahuan tcrtulis Bupati kcpada yang bersanglrutan, 
dengan mcnycbutkan: 
a. identitas pelaku; 
b. jumlah kerugian yang diderita oleh negara dan/ atau daerah yang 

harus diganti; 
c. scbab-scbab serta alasan penuntutan dilakukan; dan 
d. tenggang waktu 14 (Empat belas) hari kerja yang diberikan kcpada 

pelaku untuk mengajukan kcberatan/pembelaan diri. 

(l) Apabila (!11.Dti kcrugian negara dan/atau dacrah melalui upaya damai 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berhasil, maka 
dilaksanakan proses TGR Biasa. 

Pasal 42 

Paragraf2 
TGR Biasa 

(6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh lnspcktorat. 

(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk 
mcnutupi kelrurangan, dan apabila terdapat kelcbihan dari penjualan 
barang akan dikembalikan kcpada yang bensangkutan. 

(4) Apabila tidak dapat mclaksanakan pembayaran angsuran dalam 
janglm waktu yang ditetapkan dalam SICTJM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), maka berang jaminan pembayaran angsuran dapat 
dijual. 

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi 
dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan 
Pemilikan yang sah dan harus dilenglmpi Surat Kuasa MenjuaJ 
Jaminan. 

(2) Apabila upaya damai dila.lcukan dengan cara angsuran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pembayaran angsuran dilakukan paling lama 
2 (Dua) tahun scjak ditandatanganinya SICTJM dan disertai jaminan 
barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian negara 
dan/atau daerah. 

(1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai baik dengan 
membayar sckaligus (tunai) atau melalui angsuran. 

Paragraf l 
Upaya Damai 

Pasal 41 
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(5) Nilai t.aksiran jumlab harga bcnda yang akan diganti rugi dalam 
bcntuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan dengan Kcputusan Bupati berdasarkan 
penilaian Tim Penilai yang dibcntuk oleh Bupati atau konsultan 
penilai yang ditunjuk. 

(4) Pcnggantian kcrugian barang dacrah daJam bcntuk uang dapat 
dilakukan terhadap barang bcrgerak at.au tidak bcrgerak dengan cara 
tunai atau angsuran selama 2 (Dua) tahun. 

(3) Pcnggantian kehilangan barang daerah berupa kcndaraan bcnnotor 
baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai t.aksiran harga 
kcndaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) 
tahun, dan discrtai dengan jaminan barang yang nilainya cukup. 

(2) Penggantian kerugian dcngan bentuk barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilalrukan khusus tcrhadap barang bcrgerak bcrupa 
kendaraan bennotor roda 4 (Empat) dan roda (Dua) yang umur 
perolehan pembeliannya antara I (Satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahun. 

(I) Kerugian ncgara dan/atau daerah yang dilakukan olch sclain 
bendahara yang bcrtanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang 
Daerah baik bergcrak maupun tidak bergerak, harus melaku.kan 
penggantian dalam bcntuk uang atau barang. 

Pasal 43 

Paragraf 3 
Pcnyelesaian Kerugian Barang Daerah 

(7) Jika banding atau kebcratan scbagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dikabulkan, maka Bupati menerbitkan Keputusan Pcninjauan 
Kembali. 

(6) Terhadap Keputusan Bupati tentang Pcmbebanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pihak Ketiga atau pegawai selain bendabara 
dapat mengajukan banding kcpada Bupati paling lama 30 (Tiga puluh) 
hari kcrja sctelah ditcrima Keputusan Pcmbcbanan oleh yang 
bersangkutan. 

(5) Pelaksanaan Kcputusan Pembebanan dapal dilakukan dengan cara: 
a. memotong gaji dan penghasilan lainnya; atau 
b. mengangsur paling lambat 2 (Dua) tahun. 

(4) Bcrdasarkan Kepurusan Pcmbcbanan, MPTOR mclaksanakan 
penagihan atas pembayaran ganti rugi kcpada yang bcrsangkutan. 

(3) Apabila yang bersangkutan tidak mcngajukan keberatan/pembelaan 
diri sampai dcngan bat.as waktu yang ditctapkan scbagaimana 
dima.ksud pada ayat (2) buruf d atau tclah mcngajukan pembelaan diri 
tctapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bcrsangkutan bcbas 
sama sekali dari kcsalahan/kclalaian, Bupati menetapkan Keputusan 
Pembcbanan. 
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Terhadap kerugian negara dan/atau daerah atas tanggung jawab 
bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peratu.ran 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 45 

Bagian Kesatu 
Penghapusan Te.rhadap Kerugian Negara dan/atau Daerah 

Oleh Bendahara 

PENGHAPUSAN 

BAB VI 

(I) Kewajiban bendahara dan/atau selain bendahara untuk membayar 
ganti rugi menjadi kadaluwarsa ji.ka dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak diketahuinya kerugian negara dan/atau daerah atau 
dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian 
negara dan/ atau daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. 

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang 
memperoleh hale dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (Tiga) tahun 
telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan 
pengampuan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak 
ketiga, atau scjak bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak 
ketiga diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak 
diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara 
dan/atau daerah. 

BABV 

KADALUWARSA 

Pasal 45 

(1) Bupati setelah mendapat pertimbangan MPI'GR menerbitkan 
Keputusan Pencatatan ji.ka TGR belum dapat dilaksanakan karena 
yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang 
diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidal< dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya, atau yang bersangkutan melarikan diri dan 
tidak dapat dimintakan pert.anggungjawabannya, atau melarikan diri 
dan tidak dik.etahui alamatnya. 

(2) Dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kasus kerugian yang bersangkutan dik.eluarkao dari daftar kerugian 
negara dan/atau daerah. 

(3) Peneatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu 
dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau 
ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 

Pasal 44 

Paragraf 4 
Pen ca tat.an 
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(3) Penyetoran kerugian daerah scbagaimana dimaksud pads ayat (2) 
yang bcrasal dari BUMD setelah diterima Kas Umum Daerah 
selanjutnya dipindahbukukan ke Rekening BUMD. 

(2) Kerugian Oaerah yang pcnyelcsaiannya melalui Pengadilan, hasil 
penjualan barang jaminan/kebendaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disetorkan ke Kas Umum Daerah. 

(1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Daerah 
atau hasil pcnjualan barang jaminan/kebcndaan melalui Kas Umum 
Oaerah. 

Pasal 47 

PENYEfORAN 

BAB VII 

(5) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat f orce 
majeure, yang dilakukan pegawai sclain bendahara atau Pihak Ketiga 
tidak dapat dikcnakan pcnuntutan apabila kerugian daerah tersebut 
terjadi karena: 
a. bencana alam scperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan 

kebakaran; atau 
b. proses alami scpcrti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan 

menguap. 

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3) disampaikan 
kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD. 

(2) Bupati memerintahkan MPl'GR untuk melakukan penelitian terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Apabila berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
yang bersangkutan dinyalakan tidak mampu, maka Bupati 
menerbitkan keputusan untuk menghapus ganti rugi baik sebagian 
atau scluruhnya. 

(1) Apabila pcgawai selain bcndahara atau ahli waris/keluarga 
tcrdckat/Pcngampu atau Pihak Kctiga yang bcrdasarkan Keputusan 
Bupati diwajibkan mcngganti kcrugian dacrah namun tidak mampu 
membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kcpada Bupati untuk penghapusan atas 
kewajibannya. 

Pasal 46 

Bagian Kcdua 
Penghapusan Tcrhadap Kcrugian Negara dan/ atau Dacrah 

Oleh Selain Bendahara 



21 

SERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2012 NOMOR -17 SERI E NOMOR 41 

TRI HANDOYO 

l'ld 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 14 November 2012 

MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 14 November 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 49 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VIII 

(2) Kepala SKPD/Direksi BUMD atau atasan langsung bendahara 
dan/atau selain bendahara yang tidak melaporkan kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dianggap Lelah lalai 
melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga yang bersangkutan 
dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Bendahara dan/atau selain bendahara yang telah ditetapkan untuk 
mengganti kerugian Negara dan/atau daerah dapal dikenakan sanksi 
administralif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 48 

SANKS I 

BABXll 
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BUPATI PURWOREJO, 
Ttcl 

MAHSUN ZAlN 

Petunjuk Pengisian : 
11 Diiai dengan nama SKPD/BUMD tempat terjadinya kekurangan unng/barang. 
2 Diisi dengan tindalcan-tindalcan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : 

penyegelan brankas, penutupan Bulcu Kas Umum, dan bulcu-buku pembantu 
dilampiri dengan Serita Acara Penutupan Kaa dan Register Pcnutupan Kas serta 
laporan kepada aparat yang berwenang. 

3) Olisi dengan nama,jabe.tan, dan NIP ataaan langsung/Kepala SKPD/BUMO. 

•1 Coret yang tidak perlu 
NIP . 

Atasan Langsung/Kepala SKPD/ 
Dircksi BUMO 3l 

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pcngurusan uang /barang 
yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara 
Pcngeluaran/Bendahara Barang •J a.n NIP . 
yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan 
uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp ( . 
dengan huruf ). 

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang 
telah kami ambil adalah 21 : 
1 ······· ····················· 
2 . 

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan 
uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan: 
a. Berita Acara Pcmeriksaan Kas/Fisik Barang; 
b. Register Pcnutupan Kas; 
c. Perhitungan yang dibuat Bcndahara scbagai pertanggungjawaban; 
b. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; 
c. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus). 

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang 
bcrsangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. 

Kepada: 
Yth. Ketua Sadan Pemeriksa 

Keuangan Rcpublik Indonesia 
di 

Jakarta 

: Pcmberitahuan 
terjadinya kekurangan 
uang/barang 

Purwortjo, Nomor 
Lampiran 
Hal 

NAMA SKPD/BUMOtl 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 47 TAHUN 2012 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESALAN GANTI 
KERUGIAN NEGARA/ DAERAH 

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA SADAN PEMERJKSA KEUANGAN 
TENTANG KERUGIAN NEGARA/DAERAH 
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BUPATI PURWOREJO, 
Ttd 

MAHSUNZAIN 

DAFTAR KERUOIAN NEOARA/DAERAH 

TRIWULAN: ..................... 
TAHUN ...................... 
KANTOR ...................... 

No./TgL Jml. SKTJM/ Uraian Jml. Pembe,yaran/ Jenis 
SK Siaa dan 

No Nama Pembebanan Kasua/ Kcrugj,m Angsuran Keruglan Jumlah Ket. 
13codabAra Tahun Neg,.ra s.d. • I Sc:ment.ara/ Ktjadian (Rp) Bulan ... (Rp) Barang 

SK Jaminan 
Pcmbei-nan (Rp] 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 

........... , ........................... 
Kepala SKPD/Direksi BUMD, 

............................. 
( ........................ ) 

Pctunjuk Pengisian : 
1) Diisi dcngan nomor urut 
2) Dusi dengan nama bcndahara yang mcnpl<ibetkan tcrjadinya kerugian negara. 
3) Olisi dcngan No./Tgl. SKTJM/SK Pcmbebenan Scmcntara/ SK Pembebanan (apeblla 

ado.). 
41 Dilsi dcngao uraian kasus/tahun kcjadian. 
S) Diisi dengan jumlah kcrugjan ncgara (dalatn rupiah). 
61 Diisi dcngan jumlab pembe.yaran yang tclah ditcrima olch instansi dari Bendahara. 
7) Oiisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6. 
8) Oiisi dengan jcnis dan jumlah barangjaminan (apebila ada). 
9) Diisi dcngan : 

• Pclaksanaan SKTJM, mia. lunaa tunai atau mclalul pcnjualan barang; 
• Pclaksanaan SK Pcmbcbanan Sementara, mis. tclah/bclum dilaksanakan Sita 

.Jamlnan; 
• Pclaksanaan SK PcmbebAnan, mia. tunai atau pcnyitaan dan pcnjualan barang 

(ekaecutoir bealaag). 

BENTUK DAITAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

LAMPIRAN 11 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 47 TAHUN 2012 
TENTANO 
TATA CARA PENYELESAlAN GANT! 
KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH 
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*) coret yang tidak perlu 

Saksi - saksi : 71 
l . 
2 . 

. .. nama ... 
... pangkat.. . 

...NIP . 

... nama . 
... pangkat . 

... NIP ... 

Bendahara I mctcrai I 
Mcngetahui : 

Kepala (SKPD/BUMD) 61 

•...••.......••..•.•. , 51 

Apabila dalam jangka waktu 40 (Empat puluh) hari setelah saya menandatangani 
pemyataan i.ni temyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, 
maka Daerah dapat menjual atau mclclang barangjaminan tersebut . 

Sebagai jaminan alas pemyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti 
~epemilikan dan.surat kuasa men}ijual sebagai berikut: 

2. 4) 

3. ············································ 

Mcnyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa Sl\Y8 bertanggungjawab 
atas kerugian Negara sebesar Rp...... (............... dengan huruf ... ), yakni 
kerugian yang disebabkan 2). 
Kerugian tersebut alcan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas 
Negara atau Kas Umum Daerah *) di .31 dalam jangka waktu 40 
(Empal puluh) bari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama . 
NIP . 
PangkaL/Golongan . 
Tempat/ Tgl. Lahir . 1) 
Alamal . 
No. &. Tgl. SK Pcngangkatan . 
Sebagai Bendahara 

SURAT KETERANOAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
(SKTJM) 

LAMPIRAN 111 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 47 TAHUN 2012 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANl'I 
KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH 

BENTUK SKTJM 
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BUPATI PURWOREJO, 
Ttd 

MAHSUN ZAlN 

Petunjuk Pengisian : 
I) Oiisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM. 
2) Olis! dengan jumlah kerug:ian negnra yang terjadi dan perbuatan yang dilalrukan 

olch bendahara schingga mengiucibetkan terjadinya kerugian negara. 
3) Oiisi dengan tempat Kantor Kas Negara dan Kas Umum Daerah dimana uang tersebut 

ak.an disctorkan. 
4) Dllsl dengan berang·barang mili.k bendahara ynng dijadikan jaminan atas pelunaaan 

kerugian negara/daerah. 
5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani. 
6) Dllsi dengan nAma satuan kerja yang bc.-sanglcutan dan ditandatangai oleh kepala 

satuan kerja 
7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pcmerilcsa BPK atau linglcungan instansi yang 

bersangkutan yang ilcut menyalcsilcan penandatanganan SKTJM lnl. 
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BUPATI PURWORE.JO, 
Ttcl 

MAHSUNZAJN 

•) Corel yang tidak perlu 

Pctunjuk Pengisian : 
I) Diisi dcngan uraian singkat mcngcnai fakta dan keadaan yang menjadi 

alasan / tujuan / kcpentingan / pertimbangan ten tang perlunya ditetapkannya 
keputusan ini. 

2) Diisi dcngan peraturan perUndang-Undangan sebagai dasar hukum 
pcngcluaran keputusan yang tingkatannya sama atau Lebih tinggi. 

3) Diisi dengan nama panglcat, jabatan, NIP sclaku 
bendahara/Pengampu/Waris/Kcluarga dari Bendahara, dan jumlah kcrugian 
ne~ara yang terjadi. 

4 ) Dusi dengan nama Ketua TPKND 
~ \ n:: .. : ................ . . • 

Ditetapkan di .. 
pada tanggal .. 

BUPATI PURWOREJO, 

( ... Nama ... ) 

Menetapkan : 
KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap 

Saudara (nama, pangkat, jabatan, NIP) ... 31 selaku 
Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara"] pada .... 
sebesar Rp .... ( .... dengan huruf...). 

KEDUA : Menugasluln kepada Saudara 41 selaku Ketua 
TPKND di Kabupaten Purworejo untuk menagih dan meminta 
kepada Saudara s1 agar menyetor ke Kas Negara atau 
Kas Umum Daerahe] sejumlah kerugian negara/daerah tersebut. 

KETIGA : Kcputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. 

MEMl1T'USKAN : 

I. ; 
2 ;21 

Mengingat 

a ; 
b ;II 

Menimbang 

TENTANG 

PEMBEBANAN KERUG!AN NEGARA SEMENTARA 

BUPATI PURWOREJO, 

KEPl1T'USAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: ... 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 47 TAHUN 2012 
TENTANG 
TATA CARA PENYELESAIAN GANT! 
KERUGIAN NEGARA OAN/ATAU OAERAH 

BENTUK SURAT KEPU'IUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA 


